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. !- \1 ANGrl
TJAMINAN KESEHATIIN BAGI KELUARGA MlSKIN YANG TIDAK

TERMASUK PESERTA ]]AIVI'UAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KDSEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUN4 DAERAFI

. SAYANG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

BUPATI CIANJUR,

bahwa kesehatan merupakan hak, asasi manusia clan
merupakan salah satu unsur keseiahieraan vang
harus cii',vnjudkan sesuai dengan tujuan .pemberian
otonon.rl daeral-i berdasarl<an Uirdang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i
l,,a'.ua ,l-.Lrn l.p.\d lnenl.1g,(?rll(a r ot.d\i lh.r
kesehatan bagi nasyarakat n.riskin yang tidak terdafl.ar
sebagai peselta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehalan, , peflu mengatLlr suatu pedoman yang
ditetapkan dalam suatu peraturan khusus;

c. bahu,-a berdasarkan pertlmbangan sdbagaimana
dimhksrld dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peratur:an Bupati tentang Jaminan

. Kesehatan Bagi Keluarga NtiskiD Yang Tldak Termasuk
Pescrtu Bantuai Iuran Badar1 Penyelenggaral Jamil]an

. Sosial Kesehatan Di Rumah Sal<it Umum Daerah
Sa. c ni:

: 1. Unc.i{tng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
(eu, . g rlr Nega.a (LelrltJi,lan \egarb PepuUil
ln(lJr.eti.. lunun 200.1 Nomor 47, la rb-n"n lenrb..lrr-
Negar-a ReprbLik Indonesia Nomor 4286);

2. Unrlcr E- nor.n8. Norror I . ahun 2OO1 renr-na
Perbendaharaan Negara (Lemb.rran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembal'an
Negara Republik Indonesia 4355);
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10.

.r
U r,la rer .rlldng Norno. l. lalrun :00a rcnr.'r.;
Pe -, '1.\ ,.r. Pengelolaal] TanggLng Ja\\ob KeL.an8"r
Negara (l,embaga Negara Republik lndonesia Tahun
2004 l\omor 66, Tanbahan Lembaran Negala
r)end ,l k jndone\id .,lorn,lt 1400t:

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona'l (Lembaran
Negara liepublik Indonesia Tahun 200'+ Nomor 104,
Taml)ahan Lembaran Nega-r-a Republik Indonesia
No.*,)r .,12 I);

Unir-ng ' rdJng \o no' 'ln , -1Ln .)Ou-l lclr -"g Sis t rr,

Jaminan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomdr' 159, 'lambahan
Lembar:an Negara Republik lndonesia Nomor 4456); I
Undang-Und€Lng Norpor 36 Tahun 2009 tentang
Kesr:hatan (l-embaran Negara Republih lndonesia
'lahun ll0Og Nomor 144. Tambaha.n Lembaran Negar-a

Fepirhl,k "1donesia Nomor sno3 t:

Ur]dang Undang Nomor 44 Tahun 2009 ten'iang
Runah Sahit llembaran Negara RepLtblik lndonesia
Tahun :2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Repribiik Indonesia Nomor 5072);

Undanglundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme.i.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndorlesi.i Tahun 2014 Nomor 2'+:1, Tartbahan

er-1, .rri Nega-a RPDub j.( lroonesia Noinor 558,
sebagz.rimana telah diubah betierapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentExg
Perribzllran KL'dua Atas Undang-Undang Nomor 2iJ
'lahuo 201q tentang ?emerintahan Daerah (Lembaran
NegEira Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republili Indonesia
No. wt :it 7Ql:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telltang
Penleioiaan Keuangan Daerah (letr-tbaran Negar.r
Republik Indonesia Tahrtn 2oOS Nomor 1'+0,
'Tambahar Lembaran I'legara Republik Indonesia
Nomor ,J;8);

/et.1Ll'. , Prcsrden Nomo I2 lahun 20 I : lerrai.g
Janlinan Kesehatan (Lembaran Negaran Republik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah
d, n3,.r. e" atut-n lresld.l \orol lo aht t. lQj6
t, :.,,1, 'cr.rO..l.an he'.J: ArJ\ frl rJ-: I D PsJ

. No1rrclr 12,'lahun 2013 tentang Jaminan l(eschata.
(l,ernber'€rr.r Negara RepubLih lndonesia ]'ahun 201ir
No1nor ,+:)l;
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Peratufr:rl Menteri Dalam Negeri Nomo. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral1
sebagaimana' telah diubah beberapakali teralihjr
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot: 21
Tahun 20 t1 tentang Perubahan Kedua Atas Peratul:an
Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengekrlaal Keuangan Daerah (Berila Negat"a
Republik hdonesia Tahun 201 1 Nomor 3 10);

.'er',r1, " .r Me rrer i Di,lam Nege'i \on or 9 lcl-u t 2olu
prrlrlg ,aduman tFk ris Peng.lola-fl Ba:ang V...k

Daeriiil (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016
\u',','t ._'-t. i

Peraturan Qaerah Kabupatel.r Cianjur Nomor 02 Tahun
2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaliin Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007
Nomor 02 Seri Dl;

' MDMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATUR{.N RUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN
. BAGI KI]LUARGA MISKIN YANG TIDAK TERMASUK

. PESERTA BANTUAN LURAN BADAN PENYELENGGARA
. .JAMINAN S']SIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM

DAERAIl SAYANG.

. BAB I

KETENTUAN UIVIUM

PasJ I

Dalalr Pefaturan Bupati ilri yang dimaksud dengan:

I

1.

2.

3.

Pemedntah Daerah'aclaltrh Pemer:intah Daerah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Rumah Sakit Umun L.jaerah Sayang yang selanjutnya disebut RSUD
Sayang adalah Rumah Sakil Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah rabrpa e t t-i"rtj.r .

Surat Jaminan Pelayanan yang selanlutnya disjngkat SJP adalah surat
yBng diterbitkan uleh petuBas RSUD Sayang pada bagian verilikasi
pFserta yang lelah drtunluk dan ditugaska.n oleh Direktur RSltlD
qot .r I g.

Badan Penyelenggr,rr.,r .li,iminan Sodial Kesehatan yang selanjLttnva
disebut BPJS KesehaL.rn adalah Badan Penyeienggara .iaminan Sosial
yang bergerak di birlang kosehatan dengar.r pembieryaan, kepesertaan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan, dan pengorganisasiannya
ditetapkan oleh pemerintall pusat.
Penelima Bantuan\luran yang seianjutnya disingkat PBI adalah lakir:
miskiq dan orang tidak mampu dengan penetapan pesefia sebuai
ketentuan peraturar] perundang undangan.

1.

5.

6.

7. Kartu lndonesia Sehat rrang selanjutnya disingkat KIS adalah Kaflu
Janrinari Kesehatan I'arg dik-e1uaj.l<an oieh BPJS Kesehatan.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

, Pasa.1 7

f

2018.
pengunda-ngan
Berita Daerah

Peratura-n Bupati ini mulai berlal{u pada tanggal 1 Januari
Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintahka!
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da.larn
Kabupaten Cianjur.

tapkan di Cianjur
eg Dat.rbqr ?olY
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